
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI smENRENG RAPPANG 
NOMOR 60.·TAHUN 2016 

TENT ANG 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TOGAS POKO� FUNGSI, 
URAlAN TOGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN 

DEN GAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

Menimbang 

Mengingat 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Dacrah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka perlu 
membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan 
Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi, Uraian 
Tugas dan Tata Kerja Kecamatan. 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat lI di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Perobentukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201'1 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

.. 



Tahun 2014 tentang 
(Lembaran Negara 

2004 Nomor 292, 
Republik Indonesia 

5. Undang-Undang: Nomor 30 
Administrasi Pemerintahan 
Republik Indonesia Tahun 
Tambahan Lembaran Negara 
Norn.or 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambaha.n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng . 
Rappang Tahun 2016 Nomor 15); 

MEMUTUSKAN 

Memperhatikan : PERATURAN BUPATI SJDENRENG RAPPANG TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, 
FUNOSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan.Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang 
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sidenreng 

Rappang. 
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai bagian 

wilayah dari Kabupaten Sidenreng Rappang, 
7. Tugas pokokvadalah i.khtisar dari keseluruhan tugas 

jabatan. 
8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran 

dari tugas pokok. 
9. Uraian tugas adalah paparan utau berrcangun a.cas 

semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok 
yang dilakukan pemegang jabatan. 



BAB II 
SUSUNAN ORGANJSASI 

P-asal 2 

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas: 
a. Cam.at; 
b. Sekretariat; 

1. Sub Bagian Perencariaan dan Keuanga:n 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Seksi Pemerintahan 
d. Seksi Pembangunan 
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
f. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 
g. Seksi Pelayanan Umum 
h. Kelompok .Jabatan Fungsional 

(2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 

( 1) Kecamatan berkedudukan di' wilayah kabupaten yang dibagi atas 
kelurahan dan/ atau desa. 

(2) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten. 

Pasal 4 
. 

Camat berkedudukan sebagai kepala dan pemimpin keca.matan yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. 

BAB IV 
TUGAS POKOK, FUNGSJ, DAN URA.IAN TUGAS 

Bagian Kesatu 
Camat 

Pasal 5 

(1) Carnat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalarn 
menyelenggarakan urusan pcmerintahan umum yang meliputi bidang 
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, 
ketenteraman, tetertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta 
melaksanakan sebagian kewen�gan Bupati yang dilimpahkan. 

(2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 

kecamatan; 



b. penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pernbinaan 
kemasyarakatan di wilayah kecamatan; 

c. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah 
kecamatan; 

d. penyelenggaraan pelayanan umum; 
e. pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan 

swasta di wilayah kecamatan; 
L pengocrdinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di 

wilayah kecamatan; · 
g. pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

bidang tugasnya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diuraikan sebagai berikut: . 
a. merumuskan program kerja: Kecamat.an berdasarkan basil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang 
undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan; 
c. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan; 
d. mengarahkan bawahan dalarn melaksanakan pekerjaan berdasarkan 

tugas pokok clan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar; 
e. mengoordinasikan pelakeanaan kegiatan Kecamatan dengan unit 

kerja yang terkait; 
f. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 

sesuai Sasa.ran Kerja Pegawai (SKP); 
g. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas 

sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku; 
h. mengilruti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
i. rnerumuskan kebijaka.n teknis penyelenggaraan pengernbangan 

pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, 
perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan; 

J· menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 
k. mengoordinasikan kegiatan pernbangunan dan pemberdayaan 

masyarakat; '.1. 

l. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 
ketertiban urnurn; 

m. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah; . 

n. rnengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 
um um; 

o. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 
clilaktrlcan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; 

p. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa; 
q .. melaksanakan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan 

Kabupaten yang ridak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten yang ada di Kecamatan, 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan mernberikan 
saran pertimbangan kepada a.ta sa n sebagai bahan perurrrusan 
kebijakan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



Pasal 6 

(lJ Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) huruf i meliputi: 
a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketah.anan nasional dalam 

rangka meman tapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan U ndang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian 
Bhineka Tunggal lka serta pernertahanan dan pemeliharaan 
keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia; 

b. pernbinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, 

ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kearnanan 
lokal, regional, dan nasional; 

d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk 
menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan 
prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan 
g. pelaksanaan semua urusan pernerintahan yang bukan merupakan 

kewenangan daerah da.n tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal . 
. . 

(2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang - 
ruang lingkupnya 1 (satu) Kecamatan dilimpahkan kepada camat yang 
bersangkutan oleh bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan 
umum di kabupaten. 

(3) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
ruang lingkupnya lintas Kecamatan diselenggarakan oleh bupati dan 
dibantu oleh instansi vertikal sesuai dengan peraturan perundang 
undangan. 

(4) Pembiayaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat {2} dan ayat (3) bersumber dari Anggran Pendapatan dan 
Belanja Negara melalui dana · dekonsentrasi yang di alokasikan kepada 
bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum. 

(5) Tata cara pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh camat 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf j, meliputi: 
a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah 
perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan; 

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit 
kerja bs ik pemcrintah maupun swasta yang mernpuriyai program kcrja 
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; 

c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pernberdayaan 
masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja 
pemerintah maupun swasta: · 

d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; dan 



e. melaporkan pelaksanaan tugaa-pemberdayaan masyarakat di wilayah 
kerja kecarnatan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada 
perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. 

Pasal 8 

Tugas cam.at dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman 
dan ketertiban umum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k 
meliputi: 
a. rnelakukan koordinasi dengan . Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan uistansi vertikal di wilayahan kecarnatan 
mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman clan 
ketertiban umum di wilayah kecamatan; 

b. melakukan koordinasi dengan .pemuka agama, dan tokoh masyarakat 
yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan 
ketenteraman dan ketertiban urnum rnasyarakat di wilayah Kecarnatan; 
dan 

c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban 
kepada bupati. 

Pasal 9 

Tugas camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 
daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf l, meliputi: 
a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan; 
b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas clan 

fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan 
dan/ atau Kepolisian Negara Repu blik Indonesia; dan 

c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati. 

Pasal 10 

Togas camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana 
pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m, meliputi: 
a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi 

vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan 
fasilitas pelayanan umum; 

b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan 
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 

c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati. 

Pasal 11 
. 

Togas camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan di tingkat Kecarnatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
hurufn, metiputi: 
a. melakukan koordinasi dengan .P,erangkat daerah dan instanst vertikal di 

bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat 

daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan; 



c. melakuka.n evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
kecamatan; dan 

d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
kecamatankepada bupati. 

Pasal 12 

Tugas camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, meliputi: 
a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala. desa; 
b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; 
c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; 
d. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- 

undangan; 
e. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; 
f. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; 
g. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan 

desa; 
h. merekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; 
i. melantik perangkat desa; 
J. memfasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa; 
k. memfasilitasi perselisihan masyarakat; 
1. memfasilitasi sinkronisaai perencanaan pembangunan daerah dengan 

pembangunan Desa; 
m. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 
n. mernfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
o. memfasilitasi pela.ksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 

kemasyarakatan; 
p. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 
q. memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak 

ketiga; · 
r. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa 

serta penetapan dan pe.negasan batas desa; 
s. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksariaan pernberdayaan 

masyarakat desa; 
t. mengoordinasi pendampingan desa di wilayahnya; 
u. mengoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di 

wilayahnya; dan 
v: melakukan supervisi RPJM Desa, RKP Desa dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa. 

Pasal 13 

Togas camat dalam rnelaksariakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah ka.hupali::n yang tidak dilaksan.akan oleh unit kerja 
perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan sehagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf p, meliputi: 
a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

Kecamatan; 
b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di 

wi layahnya; 
c. melakukan pembinaan dan ·: pengawasan terhadap pelaksanaan 

pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; 
d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat di wilayah kecamatan; dan 
e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 



Bagi'�n Kedua 
Sekretaris Kecamatan 

Pasal 14 

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas 
pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan 
pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, 
kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Kecamatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), 
Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan; 
b. pengoordinasian penyusunanperencanaan clan pelaporan; 
c, pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; 
d. pengoordinasian pengelolaan adminietrasi keuangan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat 

(2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalarn 

pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan Jancar; 
c. memantau, mengawasi dan .mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkernbangan 
pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 
menandatangani riaskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan 

Kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi 
pelaksanaan kegiatan; ' 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, 
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja clan pelaporan 
keuangan Kecamatan; 

1. mengoordinasika n dan melaksariakan pelayanan administrasi 
umurn, kepegawaian dan hukum; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; 
k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga 

Kecarnatan; 
L melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adrninistrasi 

keuangan Kecamatan; 
m. melaksanakan dan rnengoordinasikan administ.rasi pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang; 
n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan: 
o. mengoordinasikan clan melaksanakan pengelolaan kearsipan; 
p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan clan 

keprotokolan; 
q. mengoordinasikan dan rnelaksanakan pengumpulan, pengolahan, 

penyajian data clan informas1 serta fasilitasi pelayanan informasi; 
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris Kecarnatan 

dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya.. 



Pasal 15 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Suh 
Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan 
melakukan penyusunan program, penyajian data dan inforrnasi, 
pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan 
administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diuraikan sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan .Sub Bagian Perencanaan dan keuangan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksariaan tugas 

sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, untuk 
menget.ahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. rnelakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, . mengoreksi, memaraf dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan 

perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Kecamatan; 
h. menghimpun dan menyaj.1kan data dan informasi program dan 

kegiatan Kecamatan; 
1. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

kinerja; 
J. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Kccamatan; 
k. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyuauri rericana 

kebutuhan barang unit, 'rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran 
Kecamatan; 

1. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi 
keuangan Kecamatan; 

m. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan 
keuangan Kecamatan: 

n. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan 
penerimaan keuangan; ' 

o. menyiapkan bahan dan rnenyusun laporan keuangan; 
p. menyusun realisasi perhitungan anggaran Kecarnatan; 
q. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; 
r. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 

laporan hasil pemeriksaan keuangan; 
s. menyiapkan hahan tlau rneriyu eu n renca:na kebutuhan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang; 
t. menyiapkan bahan dan: menyusun administrasi pengadaan, 

pendistribusian, perneliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
barang; ·· 

u. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta 
menyusun laporan barang inventaris; 

v, menyusun laporan hasil · pelaksanaan tugas Kepala Sub Dagian 
Perencariaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perurnusan kebijakan; dan 

w. melakukan tugas kedtnasan Iain yang diperintahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 



Pasal 16 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
yang mempunyai tugas pokok' mengumpulkan bahan dan melakukan 
urusan ketatausahaan, urusan rumah tangga serta rnengelola 
administrasi kepegawaian. 

' ' .. 
(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai ... 

berikut: 
a. menyusun rencaria kegiatan Sub Bagiari Umum dan Kepegawaian 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusika.n dan :memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan Iancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melakukan pengklasifikasian surat menurutjenisnya; 
h. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk 

dan keluar; 
1. melakukan pengelolaan areip naskah dinas; 
j. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan 

rumah tangga Kecamatan; 
k. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 

penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; 
1. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat 

kecamatan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan; 
m. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran 

pegawai; 
n. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan 

perjalanan dinas pegawai; , . 
o. menyiapkan bahan, mengoordmasikan dan mernfasilitasi kegiatan 

organisasi dan tatalaksana., 
p. menyiapkan bahan dan mengeloJa administrasi kepegawaian; 
q. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumbcr daya manusia 

clilingkungan Kecamatan; · 
r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 

kompetenai, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil; 
s. menyiapkan bahan, menghirnpun dan mengelola sistem informasi 

kepegawaian; 
t. menyiapkau bahan dan rnengoordinasikan admtmstrasl penyusunan 

produk hukum di lingkungan Kecamatan; 
u. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 

laporan hasil pemeriksaan kepegawaian; 
v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan pcr-u rrru sa n kebijakan; da.n 

w. rnelakukan tugas kedinasan lain yang dipertntahkan oleh ', atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 



Bag:lan Ketlga 
Seksi-Seksi 

Pasal 17 

(1) Seksi Pemerintahan dipirnpin oleh Kepala Seksi yang mernpunyai tugas 
pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemerintahan di 
tingkat kecamatan. 

(1) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatas diuraikan 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerirrtahan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Pemerintahan sehingga berjalan Iancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Pemerintahan untuk menget.ahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, rnemaraf dan/at.au 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuaidengan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan 

urusan pemerinta.han di tingkat kecamatan; 
h. memfasilitasi pelaksanaan · penataan (pembentukan, penghapusan 

dan penggabungan) desa dan kelurahan; 
1. memfasilitasi penye]engga;raan pemilihan, pengangkatan dan 

pemberhentian Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa; 
J. mernfasilitasi kerjasama antara desa/kelurahan dan penyelesaian 

perselisihan antar desa/kelurahan; 
k. memfastlitaei penataan desaj'kelurahan dan penyusunan peraturan 

desa; 
1. memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, 

penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di pengadilan, 
pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi 
pembangunan sarana kepentingan umum; 

m. menginventarisasi dan penga.wasan at.as tanah-tanah negara tanah 
asset pemerintah daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap 
kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar; tanah 
negara bebas dan tanah timbul; 

n. memfasilitasi menyelesaikan sengketa batas desa/kelurahan serta 
penetapan/pemasangan patok batas desa/kelurahan; 

o. mernfasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari 
pemerintah provinsi maupun kabupaten; 

p. membantu camat dalam pelaksariaan tugas pernbaru.uari di bidan.g 
pajak burnt dan bangunan, penerimaan/penagihan pajak/retribusi 
daerah dan pendistribusian surat penetapan pajak tahunan (sppt}; 

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

r. melakukan tugas kedinasun lain yang diperirrtahkan atasan sesuai 
dengau bidang tugasnya. 
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Pasal 18 

(1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas 
pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pembangunan di 
tingkat kecamatan. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatas diuraikan 
sebagai berikut : .. 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan rnemberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Pembangunan sehingga berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Pembangunan untuk mengetahui perkernbangan 
pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP}; 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan konsep kebijakari pembinaan dan penyelengga:raan 

urusan Perekonomian dan Pembangunan di tingkat kecamatan; 
h. melaksanakan pembirraan pembangun.an dan pengembangan usaha 

perekonomian di tingkat kecamatan; 
1. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengernbangan 

perekonomian desa/kelurahan di kecamatan; 
j. melayani rekomendasi penerbitan perijinan di bidang perekonomian 

dan pembangunan; • 
k. menyusun usul program. pembangunan dan rehabilitasi jalan, 

jembatan, drainase./saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan 
di tingkat Kecamatan, Desa clan Kelurahan; 

I. menyelenggarakan kegiatan diskusi musyawara pembangunan di .. 
tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi pelaksanaan Musbang 
di tingkat desa/kelurahan; 

m. melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk 
pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecarnatan 
serta pengawasan terhadap pemanfaatan DAMAJA, DAMlJA untuk 
jalan nasional, propinsi dan kabupaten; 

n. menyusun Iaporan hasil pelalcsanaan tugas Kepala Seksi 
Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 19 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pereiapan penyelenggaraan 
tugas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan. 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatas diuraikan 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan clan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga berjalan 
lancar; 
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. 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Seksi Pern berdayaan Masyarakat untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas: 

f. mengikuti rapat-rapar sesual 'derrgari bidang tugasnya; 
g. menyusun program pernberdayaan .masyarakat di tingkat kecamatan; 
h. memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di 

wilayah kerjanya; 
i. menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

dan lembaga adat; 
j. memfasilitasi kegi.atan organisasi sosial/kemasyarakatan dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 
k. menyusun Iaporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat, dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

1. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 20 

(1) Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 
dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
persiapan penyelenggaraan tugas ketentraman dan ketertiban umurn di 
tingkat kecamatan. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tu gas; 

b. mendistribusikan dan rnemberi petunjuk pelaksanaan tugas di 
lingkungan Scksi Ketentraman, Ketertiban Umurn clan Perlindungan 
Masyarakat sehingga berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pe]aksanaan tugas dalam 
lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 
Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penila.ian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan/ a tau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan korrsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan 

urusan ketentrarnan, ketertiban umum dan perlindungan 
masyarakat di tingkat kecamatan; 

h. melaksanakan pembinaan · ketentraman, ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat serta pembinaan kesatuan polisi pamong 
praja di tingkat Kecamatan; 

i. melakukan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan 
Keputusan Bupati serta Peraturan Pcrundang-undangan lainnya; 

J. melayani rekornendasi perijinan tertentu seperti kelakuan baik, izin 
keramaian, izin pertunjukan, dan tzm ganguan (ho); . 

k. melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan 
ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan 
pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing; 



1. melakukan upaya preventif clan refresif terhadap gejolak sosial yang 
terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insendentil 
secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau rnueibah 
yang akan terjadi seperti berrcana alam, tindak krirninal, kecelakaan 
lalu lintas dan lain-lain; 

m. melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui 
pembentukan kelompok pernbaruan bangsa di tingkat kecamatan, 
desa dan kelurahan; · 

n. melakukan pengawasan terhadap kegiatan orgarusasi sosial 
kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 

o. melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau 
kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap 
peredaran minuman keras (beralkohol); 

p. memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual; 
q. menyusun laporan haeil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; clan 

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperirrtahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 21 

(1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai 
tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pelayanan 
umum di tingkat kecamat.an. 

(2) Tu.gas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diuraikan 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai 

pedornan dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di 

lingkungan Seksi Pelayanan Umum sehingga berjalan Iancar; 
c. memantau, mengawasi dan, 'mengevaluasi pelaksariaan tugas dalam 

Iingkungan Seksi Pelayanan Umum untuk rnengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan peniJaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan 
sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan 

urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan; 
h. menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan umum kepada 

masyarakat di tingkat Kecamatan; 
i. mernfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan di tingkat 

kecarnatan, desa dan kelurahan; 
J. rnelayani rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta 

kelahiran , kernatian, perkawinan dan perceraian); 
k. menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di 

wilayah kecarnatan; 
l. melayani rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), 

surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (1'DP), 
tanda daftar industri, izin industri, surat izin tempat usaha (SITU), •, 
izin pernasangan pa pan merek/ reklame dan izin gudang; 

rn. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan 
Iingkungan kepada rnasyarakat di tingkat kecamatan; 



n. merencanakan dan melaksanakan serta melakukan pembinaan 
terhadap kegiatan penataan keindahan lingkungan, pertamanan dan 
sanitasi lingkungan; 

o. mengusulkan pengadaan · dan peningkatan sarana dan prasarana 
kebersihan; 

p. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan 
penggunaan sarana dan prasarana umum masyarakat; 

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan 
Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan perumusan kebijakan; dan · 

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

BABV 
KEWENANGAN 

Pasa! 22 

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) 
huruf j sampai dengan huruf p, camat mendapatkan pelimpahan 
sebagian kewenangan bupati 'untuk melaksanakan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan · bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai 
dengan karakteristik kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat pada 
kecarnatan yang bersangkutan. · · 

(3) Kewenangan yang dilimpahkan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri dari aspek perizinan dannon perizinan. 

; .. 

(4) Kewenangan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi: rekornendasi; koordinasi: pembinaari; pengawasan; fasilitasi; 
penetapan; penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan. 

(5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagairnana pada ayat (2)' bersifat 
wajib terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, 
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan 
pemukiman, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil . 

. ' 
(6) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana pada ayat (2) berslfat 

pilihan terhadap sebagian urusan pemerintahan konkuren di luar 
urusan sebagaimana dimaksud ayat (5). 

(7) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan keput.usan bupati berpedoman pada 
Peraturan Pernerintah. 

(8) Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan sebagi.an kewenangan bupati 
kepada camat berpedoman padn Pera tu ran Menteri. 



... 

Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal 23 

(1} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 2 
huruf h Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
teknis sesuai bidang keahlian masing-masing. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalarn jenjang 
jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada carnat. 

(3) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) pasal ini serta peraturarmya, lebih lanjut ditetapkan oleh 
Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 
TATAKERJA 

Pasal 24 

Carnat melakukan koord.inasi dengan kecamatan disekitarnya. 

Pasal 25 

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, 
Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkup masing-masing rnaupun ant.ar satuan organisasi dalam Kecarnatan 
sesuai dengan tugas pokok masing-rnasing. 

Pasal 26 

(1) Camat wajib mengawasi Sekret.aris Kecarnatan dan para Kepala Seksi 
dan bila terjadi penyirnpangan dapat mengambil langkah-langkah yang 
perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

(2) Sekretaris Kecarnatan wajib mengawasi para Kepala Sub Bagi.an dalam 
lingkup Sekretariat Kecamatan dan bila terjadi penyimpangan dapat 
mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, 

(3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengawasi setiap Staf 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil 
langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pasal 27 . 
(1) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan Sekretaris 

Kecamatan dan para Kepala Seksi, memberikan birnbingan dan petunjuk 
dalam melaksanakan tugasnya masing-rnasing. 

{2) Sekretaris Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat 
Kecamatan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam 
melaksanakan tugas masing-masing. 
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(3) Setiap Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab 
memimpin dan mengkoordinasikan setiap Staf masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas Staf 
masing-masing. . 

' . 
Pasal 28 

(l) Camat wajib mengikuti dan m.ematuhi petunjuk serta bertanggungjawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan menyiapkan laporan 
secara berkala tepat pada waktunya. 

(2) Sekretaris Kecamatan wajib rnengikuti dan mematuhi serta bertanggung 
jawab kepada Camat, dan menyiapkan laporan secara berkala tepat pada 
waktunya. •, 

(3) Setiap Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam Lingkup Kecamatan 
wajib mengikuti dan mematuhi serta bertanggung jawab kepada Camat 
melalui Sekretaris Kecarnatan clan menyiapkan laporan secara berkala 
tepat pada waktunya. 

Hubungan Kerja 

Pasal 29 

(1) Hubungan kerja Kecamatan clengan Perangkat Daerah Kabupaten 
bersifat koordinasi Teknis Fungsional dan Teknis Operasional. 

(2) Hubungan kerja Kecarnatan dengan Instansi vertikal di wilayah kerjanya, 
bersifat koordinasi teknis fungsional. 

(3) Hubungan kerja kecamatan, dengan swasta, lembaga swadaya 
masyarakat, partai politik, dan organisasi kernasyarakatan lainnya di 
wHayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi. 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 30 

Rincian tugas dan atau hal lain yang belurn cukup diatur dalam Peraturan 
Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Camat, setelah terlebih dahulu 
mendapat persetujuan tertulis dad Sekretaris Daerah. 

BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja 
Kecamatan (Betita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 
Nomor 39.) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 



-· 
Pasal 32 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah kan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatanya dalam Belita Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal , 30 llesem\er 2016 

BERITA DAERAH KABUPATEN , SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 
NOMOR 60 

., . ' 
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